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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN,
DAN PENDAFTARAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,

Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK
PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH
SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan
maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas
dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang
penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung
maupun tidak langsung dengan penggunaan dan
pemanfaatan permukaan bumi.

Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung
oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan
sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan
Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang
milik negara/barang milik daerah.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari
hubungan hukum antara pemegang hak dengan
Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau
ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki,
menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara
Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah
Tanah.

Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas
permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan
tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang
Tanah.

Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di
bawah permukaan Tanah yang digunakan untuk
kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan



10.

11.

12.
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pemanfaatan pada bidang Tanah.

Perpanjangan Jangka Waktu Hak yang selanjutnya
disebut Perpanjangan adalah penambahan jangka
waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah
syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.
Pembaruan Hak yang selanjutnya disebut Pembaruan
adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu
hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum
jangka waktu perpanjangannya berakhir.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang
Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang
Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik
atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu
yang membebaninya.

Satuan Rumah Susun adalah unit rumah susun yang
tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan
fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai
sarana penghubung ke jalan umum.

Tanah Telantar adalah Tanah hak, Tanah Hak
Pengelolaan, atau Tanah yang diperoleh berdasarkan
dasar penguasaan atas Tanah yang sengaja tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan,
atau tidak dipelihara.

Tanah Musnah adalah Tanah yang sudah berubah
dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak
dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat
difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan

sebagaimana mestinya.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(1)

(2)

Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di wilayah
penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut
kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan
sesuatu Hak Atas Tanah.

Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara
Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat,
melakukan wusaha, bekerja, atau berinvestasi di
Indonesia.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan
dan tata ruang.

Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi
vertikal Kementerian di provinsi.

Kantor = Pertanahan  adalah  instansi  vertikal

Kementerian di kabupaten/kota.

Pasal 2
Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung
oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.
Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

oleh Negara dapat memberikannya kepada perorangan
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atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah

sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau

memberikannya dengan Hak Pengelolaan.

(3) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.

Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau
Penetapan Pemerintah;

Tanah reklamasi;

Tanah timbul,

Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan
hak;

Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan
hutan;

Tanah Telantar;

Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta
tidak dimohon Perpanjangan dan/atau
Pembaruan;

Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan
karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat
diperpanjang; dan

Tanah yang sejak semula berstatus Tanah

Negara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. Hak Pengelolaan;

b. hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai

atas Tanah;

c. Satuan Rumah Susun;

d. Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada Ruang

Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; dan

e. Pendaftaran Tanah.



